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KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. dan
junjungannya Nabi Muhammad SAW karena berkat rahmat dan ridhonya jualah
maka penulis akhimya dapat menyelesaikan penulisan skripsi penulis ini yang
berjudul “TANGGUNG JAWAB PT KAI TERHADAP KELAYAKAN

SARANA, PRASARANA, DAN FASILITAS PENUNJANG PENGANGKUTAN
KERETA API DALAM MENJAMIN KESELAMATAN PENUMPANG”

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah
satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program S-1 jurusan Studi Hukum dan
Bisnis pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam kehidupan sehari-hari manusia pasti tidak akan terlepas dari kebutuhan
akan transportasi, baik itu darat, laut, maupun, udara. Transportasi juga berperan
sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang
berpotensi namun belum berkembang, dalam upaya peningkatan dan pemerataan
pembangunan. Menyadari peranannya, maka transportasi harus ditata dalam satu
system transportasi nasional secara terpadu, dan mampu mewujudkan tersedianya
jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan pelayanan yang aman,

nyaman, cepat, tepat, teratur dan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli

masyarakat.



Untuk itu perlu dikembangkan berbagai moda transportasi dengan
memperhitungkan karakteristik dan keunggulan moda vang bersangkutan. dalam
kaitannya dengan jenis dan volume yang diangkut serta jarak tempuh yang harus
dilayani, termasuk perkeretaapian.

Agar dalam penyelenggaraan angkutan kereta api dapat diperoleh pelayanan
jasa transportasi dengan tingkat keselamatan, keamanan, ketepatan, kelancaran, dan
kenyamanan yang tinggi, maka prasarana dan sarana kereta api yang dioperasikan
harus mempunyai keandalan dan memenuhi persyaratan keselamatan, agar prasarana
dan sarana kereta api selalu dalam kondisi siap pakai dan secara teknis layak untuk
dioperasikan. Kemudian agar selalu dalam kondisi andal, siap pakai dan secara teknis
layak operasi, maka penyediaan dan pembangunan prasarana dan sarana harus
didasarkan pada persyaratan yang telah ditentukan dan dilakukan pengujian serta
secara berkala dilakukan perawatan. Sesuai dengan sifat kekhususan dari transportasi
perkeretaapian, maka peraturannya pun bersifat khusus yaitu sebagaimana dituangkan
dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian

Karena itulah penulis mencoba melakukan telaah terhadap peraturan
perundang-undangan yang berlaku dalam tata hukum pengangkutan di Indonesia,
untuk mengetahui lebih dalam sejauh manakah PT KAI bertanggung jawab terhadap

kelayakan sarana, prasarana, dan fasilitas penunjang pengangkutan kereta api dalam

menjamin keselamatan penumpang.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi membutuhkan jasal angkutan yang cukup serta
memadai, tanpa adanya transportasi sebagai sarana penunjang tidak dapat diharapkan
tercapainya hasil yang memuaskan dalam usaha pengembangan ekonomi dari suatu
negara.

Pengangkutan merupakan salah satu bidang kegiatan yang sangat vital. Hal ini
disebabkan oleh keadaan geografis Indonesia yang terdini dari beribu-ribu pulau besar
dan kecil, yang dikelilingi oleh lautan, penyebaran barang kebutuhan dan mobilitas
orang dari satu tempat ke tempat lain yang memungkinkan pengangkutan dilakukan
melalui darat, perairan dan udara sehingga dapat menjangkau seluruh wilayah di
Indonesia. Kondisi angkutan tiga jalur ini mendorong dan menjadi alasan penggunaan
alat pengangkut modern yang digerakkan secara mekanik.

Banyaknya penggunaan jasa angkutan oleh masyarakat memberi dampak pada
pembangunan pedesaaan berupa keselarasan antara kehidupan kota dan desa,
kemajuan bidang pengangkutan memungkinkan penyediaan lapangan kerja
berkembang dari kota ke desa.

Transportasi dapat menghasilkan jasa produksi angkutan yang baik, murah,
dapat ditawar dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan dapat

menyamaratakan baik harga, mutu pelayanan dan waktu yang dibutuhkan dapat
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dipenuhi dan bagaimanakah cara fasilitas angkutan itu tersedia dalam jumlah
memadai pada masyarakat, masyarakat ingin terpenuhi kebutuhan produksi jasa
angkutan dengan tarif yang rendah tetapi dengan pelayanan yang bernilai tinggi.
Secara garis besar yang dimaksud dengan pengangkutan adalah proses
kegiatan memuat barang atau penumpang kedalam alat pengangkutan, membawa
barang atau penumpang dari tempat pemuatan ke tempat tujuan, dan menurunkan
barang atau penumpang dari alat pengangkutan ke tempat yang telah ditentukan'.

Pengangkutan itu sendiri meliputi tiga dimensi pokok, yaitu :

»

Pengangkutan sebagai usaha (business)
b. Pengangkutan sebagai perjanjian (agreement)
c. Pengangkutan sebagai Proses (Process)

Pengangkutan sebagai usaha (business) mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :
a. Berdasarkan perjanjan
b. Kegiatan ekonomi dibidang jasa
c. Berbentuk perusahaan
d. Menggunakan alat pengangkut mekanik.

Pengangkutan sebagai perjanjian, pada umumnya bersifat lisan (tidak tertulis)
tetapi selalu didukung oleh dokumen angkutan. Perjanjian angkutan dapat juga dibuat
tertulis yang disebut dengan carter, seperti carter pesawat udara untuk pengangkutan

jamaah haji. Pengangkutan sebagai proses yaitu serangkaian perbuatan mulai dari

' Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Darat, Laut d i i i
Tarmisg 199 bt Jod , Laut dan Udara, Citra Aditya Bakti, Bandar
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pemuatan kedalam alat angkut. kemudian dibawa menuju ketempat yvang telah
ditentukan. dan pembongkaran atau penurunan ditempat tujuan’.

Dalam pengangkutan itu sendiri terdapat pihak-pihak dimana pthak-pihak
tersebut memiliki keterikatan satu sama lain, adapun pihak-pihak tersebut adalah
sebagai berikut :

1. Perusahaan angkutan umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan
orang dan/atau barang dengan kendaraan umum di jalan.

2. Pengguna jasa adalah setiap orang dan/atau badan hukum yang menggunakan jasa
angkutan, baik berupa angkutan orang maupun barang

Di Indonesia sendiri kebutuhan akan sarana transportasi sangat beragam, hal
ini dapat dipahami karena keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu
pulau, sehingga membuat timbulnya perusahaan transportasi untuk menciptakan
transportasi yang cepat dan efisien karena itulah tiga jalur transportasi di Indonesia
yaitu jalur darat, udara, dan laut selalu ramai dipenuhi penumpang, baik itu yang
ingin bepergian maupun yang menggunakan jasa pengangkutan untuk mengirim
barang.

Adapun keuntungan yang disebabkan tersedianya jasa angkutan bagi
masyarakat dalam proses transportasi baik melalui darat, laut maupun udara adalah

sebagai berikut >

1. Dapat dipertahankan stabilitas ekonomi terutama terhadap harga barang dipasaran

2 Ibid, him., 12-13

# Seogijatna Tjak ; .
1995’% T Jakcranegara, Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang, Rhineka Cipta, Jakarta,
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Naiknva nilai tanah disekitarnva. dimana fasilitas angkutan tersedia dengan baik

Adanva jasa angkutan persediaan barang lebih merata

(O3]

4. Dengan adanya jasa pengangkutan memungkinkan tersebarnya tenaga kerja yang
lebih ekonomis
5. Kedudukan monopoli akan hapus dengan adanya transportasi.

Pengangkutan kereta api itu sendiri diatur dalam Undang-Undang No. 13
Tahun 1992 tentang Perkeretaapian, Lembaran Negara No. 47 Tahun 1992, untuk
memudahkan penyebutan disingkat UUKA. Menurut Pasal 46 Undang-undang
Kereta Api, undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 1992.

Perkeretaapian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan sarana, prasarana,
dan fasilitas penunjang kereta api untuk penyelenggaraan angkutan kereta api yang
disusun dalam satu sistem. Perkeretaapian merupakan salah satu moda transportasi
tidak dapat dipisahkan dari moda-moda transportasi lain yang ditata dalam sistem
transportasi nasional, mempunyai karakteristik pengangkutan secara masal dan
keunggulan tersendiri, perlu lebih dikembangkan potensinya dan ditingkatkan
peranannya sebagai penghubung wilayah, baik nasional maupun internasional sebagai
penunjang, pendorong, dan penggerak pembangunan nasional demi peningkatan
kesejahteraan rakyat®.

Sarana kereta api adalah segala sesuatu yang dapat bergerak di atas jalan rel,

sedangkan yang dimaksud dengan prasarana kereta api adalah jalur dan stasiun kereta

‘ngndang-Undang No. 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian, Sinar Grafika, Jakarta. 1995, him.,



api termasuk fasilitas vang diperlukan agar sarana kereta api dapat dioperasikan.
Fasilitas penunjang kereta api adalah segala sesuatu yang melengkapi
penvelenggaraan angkutan kereta api yang dapat memberikan kemudahan serta
kenyamanan bagi pengguna jasa kereta api5 .

Sarana, prasarana dan fasilitas penunjang kereta api merupakan faktor penting
yang tidak bisa diabaikan dalam pengoperasian kereta api. Apabila sarana, prasarana
dan fasilitas penunjang kereta api tidak memenuhi kualifikasi kelayakan pakai, maka
akan mengakibatkan terganggunya perjalanan kereta api dan keselamatan
penumpang.

Sebagai ilustrasi, kasus yang pemah terjadi di daerah Lubuk Linggau
Sumatera Selatan, dimana sebuah jalur rel kereta api putus dikarenakan kondisi dari
pada jalur tersebut sudah tua (tidak layak pakai), sehingga mengakibatkan gerbong rel
kereta api tersebut putus dan keluar dari jalurnya. Hal ini merupakan kesalahan dari
pada prasarana penunjang kereta api yang selama ini kelayakannya kurang
diperhatikan oleh pihak pengangkut. Dalam hal ini para pihak pengguna jasa kereta
api merasa dirugikan akibat dari buruknya prasarana kereta api. Dengan demikian
pihak pengangkut wajib memperhatikan kembali kelayakan sarana, prasarana dan
fasilitas penunjang kereta api sebelum kegiatan operasional berlangsung.

Terjadinya pengangkutan darat dengan kereta api, perlu diadakan perjanjian

pengangkutan lebih dahulu yang dibuktikan dengan karcis penumpang atau surat

5 3
17§enjelasan UU No. 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian Bab I Ketentuan Umum Pasal 1, hlm.,



angkutan barang. Penyelenggaraan pelayanan angkutan orang dansatau barang
dilakukan setelah dipenuhi syarat-syarat umum angkutan yang ditetapkan oleh badan
penvelenggara berdasarkan undang-undang (Pasal 25 Undang-undang Kereta Api)6.

Pada pengangkutan darat dengan kereta api, tempat pemuatan, penurunan
penumpang dan barang disebut stasiun. Menurut ketentuan Pasal 19 Undang-undang
Kereta Api, stasiun merupakan tempat kereta api berangkat dan berhenti untuk
melayani naik dan turunnya penumpang dan/atau bongkar muat barang dan/atau
untuk keperluan operasi kereta api. Kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan
oleh badan penyelenggara, naik turunnya penumpang dan/atau bongkar muat barang
hanya dapat dilakukan di stasiun.

Secara khusus, setiap jenis pengangkutan mempunyai tujuan yang khusus
pula. Menurut ketentuan Pasal 3 Undang-undang Kereta Api, pengangkutan dengan
kereta api bertujuan untuk :’

1. Memperlancar perpindahan orang dan/atau barang secara massal;

2. Menunjang pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas nasional serta sebagai

pendorong dan penggerak pembangunan nasional.

Secara massal mengandung pengertian bahwa kereta api memiliki

kemampuan untuk mengangkut orang dan/atau barang dalam jumlah atau volume

besar setiap kali perjalanannya.

6 -
, gligumduzl;duhammad, Hukum Pengangkutan Niaga, Citra Aditya Bakti, Bandung. 1998, him.21



\engenai tanggung jawab pengangkut kereta api terhadap penumpang dapat

diuraikan sebagai berikut :

a. Pengangkut kereta api, berdasarkan perjanjian pengangkutan, bertanggung
jawab terhadap kerugian yang diderita oleh penumpang dalam jangka
waktu pengangkutan, kecuali kalau pengangkut dapat membuktikan
bahwa kerugian itu terjadi diluar kesalahannya dan diluar perbuatan
buruhnya;

b. Gangguan teknis, terlambat berangkat atau terlambat datang, tidak
menimbulkan hak menuntut ganti kerugian;

c. Penumpang yang terlambat masuk kereta api, tidak mempunyai hak untuk
mendapat ganti harga karcis;

d. Penumpang tidak berhak untuk mendapat kembali harga karcis, bila dia
salah masuk ke dalam kereta api yang lain ®.

Tanggung jawab diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Sumber kerugian berasal dari pelayanan angkutan dan harus dibuktikan
adanya kelalaian petugas, atau pihak lain yang dipekerjakan oleh badan
penyelenggara;

b. Besarnya ganti rugi dibatasi sejumlah maksimum asuransi yang ditutup

9
my/:@m\%\
LN
> ﬁ—* ;

oleh badan penyelenggara dalam hal penyelenggaraan kegiat

: N
H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Djambatan;
hlm., 76 zlv

? Undang-Undang No. 13 Tahun 1992 tentang Perker
1
Jakarta. 1995, him., 180 g etaapian Pasal 28 Ayat 2%



Sesuai dengan Pasal 31 Undang-Undang No. 13 Tahun 1992 yang berbunyi :
“Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 28. dimulai sejak diangkutnya
penumpang dan/atau diterimanya barang dan berakhir di tempat tujuan yang disepakau™.

Perkembangan hukum pengangkutan dapat ditelaah dengan baik melalui
pendidikan hukum itu sendiri, pengkajian bahan-bahan hukum pengangkutan yang
bersumber pada masyarakat pengguna jasa pengangkutan dan peraturan hukum
pengangkutan bidang keperdataan.

Pada prinsipnya pengangkutan merupakan perjanjian yang tertulis. Para pihak
mempunyai kebebasan menentukan kewajiban dan hak yang harus dipenuhi dalam
pengangkutan. Undang-undang hanya berlaku sepanjang pihak-pihak tidak menentukan
lain dalam perjanjian yang mereka buat dan sepanjang tidak merugikan kepentingan
umum. Selain undang-undang kebiasaan juga berperan dalam penyelenggaraan
pengangkutan.

Seiring dengan kemajuan bidang pengangkutan mendorong pengembangan ilmu
hukum baik perundang-undangan maupun kebiasaan pengangkutan. Sesuai tidaknya
undang-undang pengangkutan yang berlaku sekarang dengan kebutuhan masyarakat
tergantung dari penyelenggaraan pengangkutan. Untuk itulah penulis mencoba
melakukan penelitian mengenai “Tanggung Jawab PT KAl Terhadap Kelayakan
Sarana, Prasarana dan Fasilitas Penunjang Pengangkutan Kereta Api dalam

Menjamin Keselamatan Penumpang ”.



B. Permasalahan

Dari uraian latar belakang diatas. maka dapat ditarik beberapa permasalahan
vang bisa dijadikan bahasan dalam penulisan skripsi ini yaitu
1. Bagaimanakah tanggung jawab PT KAI terhadap kelayakan sarana, prasarana,
dan fasilitas penunjang pengangkutan kereta api dalam menjamin keselamatan
penumpang ?
2. Bagaimanakah prosedur ganti rugi apabila sarana, prasarana,dan fasilitas
penunjang pengangkutan kereta api tidak dapat menjamin keselamatan

penumpang ?

C. Ruang lingkup
" Dalam hal ini penulis hanya memfokuskan pada tanggung jawab PT KAI
terhadap kelayakan sarana, prasarana, dan fasilitas penunjang pengangkutan kereta

api dalam menjamin keselamatan penumpang.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
a. Tujuan Penelitian
Penelitian ini mempunyai dua tujuan yang hendak dicapai yaitu :
1. Untuk mengetahui tanggung jawab PT KAI terhadap kelayakan sarana,
prasarana, dan fasilitas penunjang pengangkutan kereta api dalam menjamin

keselamatan penumpang.



2. Untuk mengetahui prosedur ganti rugi apabila sarana. prasarana, dan
fasilitas penunjang pengangkutan kereta api tidak dapat menjamin
keselamatan penumpang.

b. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis yaitu sebagai bahan hukum yang dapat memberikan sedikit
wawasan yang diharapkan dapat berguna bagi proses pengembangan hukum
terutama tentang hukum pengangkutan khususnya pengangkutan darat.

2. Manfaat praktis yaitu diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi

berbagai pihak yang terkait dalam pengangkutan darat, baik itu pengangkut

maupun pengirim ataupun penerima barang.

D. Metode Penelitian
1. Metode Pendekatan
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif maksudnya adalah
penelitian yang dilakukan dengan jalan menelaah, mengkaji terhadap asas-
asas hukum dan peraturan-peraturan yang tertulis yang berkaitan dengan
transportasi'®. Namun dalam batas-batas tertentu penulis juga mengumpulkan
beberapa data dari lapangan yang sifatnya hanya sebagai data pendukung saja,

yang mana data pendukung tersebut diperoleh dari instansi yang terkait yaitu

PT KAL

* Soejono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo Persada, 2004, him., 14.
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2. Data dan Sumber Data

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan data utama yaitu data sekunder.

Data sekunder diperoleh melalui bahan hukum yang ada meliputi :

a. Bahan hukum primer,
Adalah bahan hukum yang mengikat, meliputi :
1) Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD).
2) Undang-undang No. 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian.
3) Peraturan pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PERUM Kereta

Api dengan konsorsium PT Jasa Raharja (PERSERO)

b. Bahan hukum sekunder,
Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai kedudukan
dari bahan hukum primer, meliputi :
1) Buku-buku literatur;
2) Hasil-hasil penelitian, seminar, sosialisasi atau penemuan ilmiah dan;
3) Ketentuan-ketentuan lain yang mempunyai keterkaitan langsung dan

relevan dengan objek kajian penelitian.

c. Bahan hukum tersier,
Adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,
meliputi :
1) Koran atau harian, majalah, jurnal ilmiah;

2) Internet;



3) Kamus-kamus hukum dan referensi-referensi lainnya yang relevan.
Dan tidak menutup kemungkinan dalam penelitian ini dilengkapi juga dengan
data primer yang diperoleh dari pihak terkait melalui wawancara. data primer
tersebut hanya sebagai data pendukung untuk memberikan keterangan
mengenai kelayakan sarana, prasarana, dan fasilitas penunjang pengangkutan
kereta api melalui PT KAL

3. Lokasi Pengumpulan Bahan Hukum
Pengumpulan Bahan Hukum ini dilakukan di Kota Palembang, yaitu pada PT
KAI Sumatera Selatan.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Yaitu dengan mempelajari dan mencatat informasi-informasi dari literatur-

literatur, peraturan-peraturan, karya-karya ilmiah dan dokumen-dokumen

yang berhubungan dengan transportasi.
b. Penelitian Lapangan (Field Research)
Yaitu usaha mendapatkan data sebagai bahan dalam penyusunan skripsi,
dengan cara interview (wawancara) langsung dengan pihak-pihak yang
terkait, yaitu dengan pihak-pihak yang berada pada instansi terkait, yaitu
pada PT KAI Sumatera Selatan, mengenai hal-hal yang berhungan dengan
permasalahan berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih
dahulu dengan tidak menutup kemungkinan untuk mengajukan pertanyaan

di luar dari daftar pertanyaan tersebut namun tetap berkaitan dengan ruang
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lingkup permasalahan. Dalam hal ini penulis mengadakan penelitian dan
pengumpulan data pada PT KAI Sumatera Selatan.

Analisis Bahan Hukum
Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu data yang diperoleh diseleksi

untuk dicari kebenarannya, kemudian data tersebut diolah dan disaji secara

sistematis dalam bentuk kalimat, untuk dapat diambil suatu kesimpulan.
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